
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 99 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN  

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO,  
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sukoharjo maka perlu merubah Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 500/3231/SJ tentang Tindaklanjut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang  
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah menyatakan bahwa selanjutnya disarankan dalam 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar 
ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) 
yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai 
bentuk persetujuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan perlu 
diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2002  tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247);  

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5058); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran   Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2011 Nomor  7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5252); 
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13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 178); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236); 

27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50); 

28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 11); 

29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang 
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 
33); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN. 
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan 

Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai  
berikut: 
(1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi persyaratan 
dokumen: 
a. administrasi; dan 

b. rencana teknis. 

(2) Permohonan IMB baru diajukan secara tertulis kepada                   
Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi permohonan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

(3) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara dalam jaringan 
(online). 

(4) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah 
dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan 
dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk 
salinan digital. 

(5) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis 
bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, 
dan sesuai dengan fakta. 

 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 ayat 

(2) berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 
 

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan syarat-syarat: 

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; 

b. foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir; 

c. foto copy Akte Pendirian, bagi pemohon yang 

berbentuk badan/yayasan; 

d. foto copy rekomendasi dari Kementerian Agama dan 

Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi 

bangunan tempat ibadah; 

e. foto copy Izin Lokasi/Izin Penggunaan Pemanfaatan 

Tanah sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. rekomendasi teknis dari Kepala DPUPR; 

g. foto copy rekomendasi dokumen Amdal/UKL-UPL  

yang dilengkapi Izin Lingkungan bagi usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL atau 

SPPL bagi yang tidak wajib Amdal/UKL-UPL;  
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h. foto copy rekomendasi dokumen Analisis Dampak 

Lalu Lintas (Andalalin) bagi bangunan yang 

difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang 

berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan 

sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan; dan 

i. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen 

ditandatangani pemohon dan bermaterai. 

(2) Permohonan IMB untuk bangunan menara 

telekomunikasi selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus 

dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Surat Keterangan titik koordinat/Cell Plan dari 

Dinas Komunikasi dan Informatika; 

b. rekomendasi ketinggian menara dari Danlanud; 

c. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang 

ditimbulkan dengan keberadaan menara;   

d. surat pernyataan tidak keberatan warga yang tinggal 

di area rebahan menara yang diketahui Ketua RT, 

Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;  

e. denah warga sekitar di area rebahan menara;   

f. kajian dari dampak radiasi; dan   

g. surat keterangan atau pernyataan rencana 

penggunaan menara bersama.   

 

 Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

    Ditetapkan di Sukoharjo  
    pada tanggal 20 Desember 2017        

 
    BUPATI SUKOHARJO, 

 
                  ttd 

Di 
   WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  20 Desember 2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 100 

 


